
BuPATI  KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAII

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 34    TAHUN  2022

TENTANG

PELAKSANAAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA DAN KAJIAN TEKNIS TATA RUANG

YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang    :   a.     bahwa     kesesuaian      kegiatan      pemanfaatan     ruang
merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah
dan  masyarakat  sebagai  upaya  untuk  mengoptimalkan
pemanfaatan ruang secara berkelanjutan;

b.     bahwa    pelayanan    persetujuan    kesesuaian    kegiatan
pemanfaatan  ruang  melalui  Sistem  Perizinan  Berusaha
Terintegrasi  Secara  Elektronik  (Onz{ne  S±.ng!e Sfrobmisston)
atau      sistem     elekfronik     dari     kementerian     yang
menyelenggarakan    urusan    pemerintahan    di    bidang
penataan ruang belum dapat melayani proses penerbitan
kesesuaian  kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan
nonberusaha       secara       optimal       serta       beapotensi
menimbulkan permasalahan administrasi dan hukum;

c.     bahwa   dalam   rangka   memberikan   kepastian   hukum,
menunjang   kelancaran,    dan   efektivitas   pelakariaan
kesesualan   kegiatan   pemanfaatan   ruang,   khususnya
kesesuaian  kegiatan  pemanfaatan  ruang untuk kediatan
nonberusaha dan kajian teknis tata ruang yang menjadi
kewenangan    daerah,     perlu    mengatur    pelaksanaan
Persetujuan   Kesesuaian   Kegiatan   Pemanfaatan   Ruang
untuk  Kegiatan   Nonberusalia  dan  Kajian  Teknis  Tata
Ruang yang Menjadi Kewenangan Daerah;

d.     bahwa       berdasarkan       pertimbangan       sebagaimana
dimaksud   huruf   a,    huruf   b,    dan    huruf   c,    perlu
menetapkan    Peraturan    Bupati    tentang    Pelakcanaan
Persetujuan   Kesesualan   Kegiatan   Pemanfaatan   Ruang
untuk  Kegiatan  Nonberusaha  dan   Kajian  Teknis  Tata
Ruang yang Menjadi Kewenangan Daerah ;

Mengingat       :    1.      Undang-Undang     Nomor     13     Tahun      1950     tentang
Pembentukan       Daerah-Daerah       Kabupaten       dalan
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
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2.     Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan
Ruang (Ifmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor    68,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia    Nomor    4725),    sebagaimana    telah    diubah
dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020  Nomor  245,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6573);

3.      Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun  2014  Nomor 244,  Tambahan  Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),   sebagaimana
telah   diubah   beberapa   kali   terakhir   dengan   Undang-
Undang   Nomor   11   Tahun   2020   tentang   Cipta   Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6573) ;

4.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021   tentang
Penyelenggaraan  Perizinan  di  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2021   Nomor   16,  Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

5.      Peraturan   Pemerintah   Nomor  21   Tahun   2021   tentang
Penyelenggaraan    Penataan    Ruang    (1,embaran    Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2021   Nomor  31,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633) ;

6.     Peraturan   Daerah   Kabupaten   Kudus   Nomor   1   Tahun
2022  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten
Kudus  Tahun  2022-2042  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Kudus   Tahun   2022   Nomor    1,   Tambahan   Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248);

7.     Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bada.n
Pertanahan   Nasional   Nomor   13   Tahun   2021   tentang
Pelaksanaan   Kesesuaian   Kegiatan   Pemanfaatan   Ruang
dan  Singkronisasi  Program  Pemanfaatan  Ruang  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021  Nomor 330);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :    PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PBRSETUJUAN
KESESUAIAN     KEGIATAN     PEMANFAATAN     RUANG     UNTUK
KEGIATAN NONBERUSAHA DAN  KAJIAN TEKNIS TATA RUANG
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.   Daerah adalah Kabupaten Kudus.
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2.   Pemerintah  Daerah  adalah  kepala  daerah  sebagai  un§ur
penyelenggaraan   Pemerintahan   Daerah   yang   memimpin
pelaksanaan      urusan      pemerintahan      yang      menjadi
kewenangan daerah otonom.

3.   Bupati adalah Bupati Kudus.

4.   Perangkat  Daera.h  adalah  unsur pembantu  Kepala Daerah
dan       Dewan      Perwakilan       Ralryat      Daerah      dalam
penyelenggaraan    urusan    pemerintahan    yang    menjadi
kewenangan Daerah.

5.   Dinas   Penanaman   Modal   dan   Pelayanan   Terpadu   Satu
Pintu  yang  selanjutnya  disingkat  DPMPTSP  adalah  Dinas
Penanaman   Modal   dan   Pelayanan   Terpadu   Satu   Pintu
Kabupaten Kudus.

6.   Pemanfaatan   Ruang   adalah   upaya   untuk   mewujudkan
Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata
ruang   melalui   penyusunan   dan   pelaksanaan   program
beserta pe mbiayaannya.

7.   Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  yang  selanjutnya  disingkat
RTRW    adalah    ha.sil    perencanaan    tata    ruang    pada
wilayah    yang    merupakan    kesatuan    geografis    beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif.

8.   Kesesuaian       Kegiatan       Pemanfaatan       Ruang       yang
selanjutnya   disingkat   KKPR   adalah   kesesualan   antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata
ruang.

9.   Persetujuan Kesesuaian  Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
selanjutnya    disingkat    PKKPR    adalah    dokumen    yang
menyatakan      kesesuaian      antara      rencana      kegiatan
Pemanfaatan   Ruang   dengan   rencana   tata   ruang   selain
rencana detail tata ruang.

10. Kajian Teknis Tata Ruang yang selanjutnya disingkat KITR
adalah    dokumen    hasil    analisis    kesesualan    rencana
pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

11. Forum   Penataan   Ruang  yang  selanjutnya  disingkat  FPR
adalah  wadah  di  tingkat  pusat dan  daerah  yang  bertugas
untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dengan  memberikan  pertimbangan dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang.

12. Pertimbangan   Teknis   Pertanahan   adalah   pertimbangan
yang memuat ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan,
penggun aan        dan        pemanfaatan        tanah        dengan
memperhatikan kesesuaian tata ruang.

Pasal 2

Peraturan  Bupati  ini  dimaksudkan  sebagai  pedoman  teknis
dalam  penerbitan  PKKPR  untuk  kegiatan  nonberusaha  dan
KTTR yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
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Pasal 3

Tujuan    disusunnya   Peraturan    Bupati   ini   adalah   untuk
memberikan    kepastian     hukum    dan     kelancaran    dalam
pelaksanaan  pelayanan  PKKPR  untuk  kegiatan  nonberusaha
dan KTTR oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a.   PKKPR untuk kegiatan nonberusaha;
b.    KTTR; dan

c.    pengawasan dan pelaporan.

BAB  11
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN

RUANG UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1)  PKKPR      untuk      kegiatan      nonberusaha      sebagaimana
dimaksud dalam Pa§al 4 huruf a, dilaksanakan untuk:
a.   rumah tinggal pribadi;
b.   tempat peribadatan;
c.   yayasan sosial;
d.   yayasan keagamaan;
e.    yayasan pendidikan;
f,    yayasan kemanusiaan;

9.   kegiatan    pemanfaatan    ruang    yang    tidak    bersifat
strategis     nasional     yang     dibiayai     oleh     Anggaran
Pendapatan    dan    Belanja    Negara    atau    Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

h.   kegiatan      pemanfaatan      ruang     yang     merupakan
pelaksanaan   tanggung  jawab   sosial   dan   lingkungan
yang  dibiayal  dari  perseroan  terbatas  atau   Coporate
social Respousibhirty (CSFt) .

(2)  Kegiatan  yang  dapat  dikategorikan  sebagal  rumah  tinggal
pribadi   sebagalmana   dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  a,
meliputi,

a.   alih   fungsi   lahan   untuk   rumah   tinggal   atas   mama
sendiri;

b.   alih  fungsi  lahan  dan  pemecahan  bidang  tanah  yang
diperuntukkan bagi ahli waris;

c.   alih  fungsi lahan  dan  pemecahan  bidang tanah  dalam
rangka hibah kepada ol.ang lain yang masih ada ikatan
kekeluargaan; dan
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d.   alih  fungsi  lahan  dan  pemecahan  bidang  tanah  selain
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,
dan  huruf  c`,   paling  banyak  5   bidang  tanah  dengan
ketentuan membuat gambar rencana pemecahan bidang
tanah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 6

( 1)  Tata care pelaksanaan PKKPR untuk kcgiatan nonberusaha
dilakukan dengan tahapan:
a.   pendaftaran;
b.   penilaian    dokumen    usulan    kegiatan    pemanfaatan

ruang; dan
c.    penerbitan.

(2)  Pendaftaran  sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)  huruf a,
dilakukan          secara          daring          melalui          tuebs{£e:
sipetarung.pupr.kuduskab.go.id  dengan  menyertakan  data
dukung/dokumen kelengkapan paling sedikit meliputi:
a.  informasi data pemohon;
b.  informasi jenis kegiatan;

c.  kebutuhan luas lahan; dan
d.  informasi dan/atau bukti penguasaan tanah.

(3)  Penilaian  dokumen  usulan  kegiatan  pemanfaatan  ruang
sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b,  dilakukan
oleh  FPR atau  dapat didelegasikan  kepada Kelompok Kerja
Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(4)  Penerbitan       PKKPR       untuk       kegiatan       nonberusaha
sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, dilaksanakan
dengan memperhatikan hasil kajian FPR dan Pertimbangan
Teknis   Pertanahan   dari   Kantor   Pertanahan   Kabupaten
Kudus.

(5)  Bupati   mendelegasikan   kewenangan   penerbitan   PKKPR
untuk kegiatan nonberusaha kepada Kepala DPMPTSP.

(6)  Format  PKKPR  untuk  keSatan  nonberusaha  sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7)  Standar  Operasional   Prosedur   Penerbitan   PKKPR  untuk
kegiatan    nonberusaha    ditetapkan    dengan    Keputusan
Bupati.
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BAB Ill
KAJIAN TEKNIS TATA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

KTTR  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  huruf  b  dapat
digunakan   masyarakat   untuk   mengetahui   kesesuaian   tata
ruang dalam rangka:
a.   data dukung pemyataan mandiri PKKPR kegiatan berusaha

skala kecil dengan modal kurang dari 5 (lima) miliar rupiah;
b.   data  dukung  pengajuan  KKPR  berusaha  skala  non  kecil

yang terbit otomatis; dan
c.   data  dukung  kegiatan  pelayanan  lain  yang  memerlukan

KITR.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 8

( 1)  Tata cara pelaksanaan KTrR dilakukan dengan tahapan:
a.   pendaftaran;
b.   penilaian    dokumen    usulan    kegiatan    pemanfaatan

ruang; dan
c.    penerbitan.

(2)  Pendaftaran  sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1)  huruf a,
dilakukan           secara          daring          melalu 1           zoez7st.te:
sipetarung.pupr. kuduskab.go.id  dengan  menyertakan  data
dukung/dokumen kelengkapan paling sedikit meliputi:
a.   informasi data pemohon;
b.   informasi jenis kegiatan;
c.   kebutuhan luas lahan; dan
d.   informasi dan/atau bukti penguasaan tanah.

(3)  Penilaian  dokumen   usulan   kegiatan   pemanfaatan   ruang
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b,  dilakukan
oleh Kepala Dinas Pekeljaan Umum dan Penataan Ruang.

(4)  Penerbitan   KT'r`R   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
huruf   c,    dilaksanakan    dengan    memperhatikan    basil
penilaian  dokumen  usulan  kegiatan  pemanfaatan  ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5)  Bupati    mendelegasikan    kewenangan    penerbitan    KTTR
kepada Kepala DPMPI`SP.

ranEZ]
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(6)  Format   KTI`R   sebagaimana   tercantum   Lampiran   11  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan darn Peraturan Bupati
ini.

(7)  Standar Operasional  Ptosedur Penerbitan  KTI`R  ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BAR  TV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1)  Bupati    melakukan    pengawasan    terhadap    pelaksanaan
PKKPR      untuk      kegiatan      nonberusaha      dan      KTTR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1).

(2)  Pengawasan     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)
dilaksanakan    oleh    Tim    Monitoring,    Pengawasan    dan
Pengendalian Penanaman Modal pada DPMPTSP.

(3)  Hasil     pengawasan     pelaksanaan     PKKPR     sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaporkan  kepada  Bupati  melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal  10

Kepala    DPMPTSP    melaporkan    penerbitan    PKKPR    untuk
kegiatan  nonberusaha  dan  KTTR  setiap  3  (tiga)  bulan  sekali
kepada  Bupati  dan  ditembuskan  kepada  Perangkat  Daerah
terkait.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  1 1

Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  yang  telah  terbit  sebelum
Peraturan  Bupati  ini  dapat  digunakan  sebagai  syarat  untuk
pcnerbitan PKKPR sepanjang sesuai RTRW.

BAB  VI
PENUTUP

Pasal  12

Pada   saat   Peraturan   Bupati   ini   mulai   berlaku,   Peraturan
Bupati  Kudus  Nomor  39  Tahun  2018  tentang  lzin  Perubahan
Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (Berita Daerah
Kabupaten    Kudus   Tahun    2018    Nomor   40),    dicabut   dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal  13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar       setiap       orang       mengetahuinya,       memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Bupati  ini  dengan  penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal  8 Agustus 2022

`pe`pfTI KUDus ,

H,A R T o P o
'\`:i_.,-,

Diundangkan di Kudus
pada tanggal  9 Agustus 2022

`',`.=i-fit

BERITA DAERAH KABUPATBN KUDUS TAHUN  2022  NOMOR  34
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR   34 TAHUN   2i)22
TENTANG
PBLAKSANAAN PERSETUJUAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK
KEGIATAN NONBERUSAHA DAN KAJIAN TEKNIS
TATA RUANG YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

FORMAT PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN NONBBRUSAHA

KOP PERANGKAT DAERAH

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANF`AATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA

Nomor  . ' . . ' . ' ' .......

Berdasarkan    Undang-Undang    Nomor    11    Tahun    2020    tentang    Cipta    Kerja,    atas
permohonan    pemohon,    Bupati    Kudus    menerbitkan     Persetujuan    Kesesualan    Kegiatan
Pcmanfaatan Ruang untuk kcgiatan nonbcrusaha kcpada:

Nama Pemohon
NPWP
Alamat Kantor
No. Telepon
Emall
Kode Klasifikasi Baku  Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI)
Judul KBLI
Lokasi Kegiatan
a.       Alamat
b.       Desa/Kelurahan
c.       Kecanatan
d.       Kabupaten
e.        Provin si
f.        Koordinat Geografis yang dimohon
Luas tanah yang dimohon
Rencana teknis bangunan dan/atau

Terlampir

rencana induk kawasan
Dinyatakan dl8et`ijul 8eluruhnya/ dketdyul 3ebaglaai / dltolal seluruhnya dengan ketcntuan :

1.           Koordinat Geografis yang disetujui
2.          Luas tanah yang disetujui
3.          Jcnis pcruntukan pcmanfaatan Ruang
4.          Kode Klasifikasi Baku Lapangan usaha

Indonesia (KBLI)

10

Judul KBLI
Koefisien Dasar Bangunan maksimun
Koefisien lantal 13angunan maksimun
lndikasi Program Pemanfaatan Ruang
Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan
Pemanfaatan Ruang
lnformasi tambahan (apabila tersedia)
a.    Cans sempadan minimum
b.    Jarak Bebas Bangunan minimum
c.     Koefisien Dasar Hijau minimum
d.     Koefisien Tapak Busemenf maksimum
e.     LJarin8an utilitas Kota

•;   `/„
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Dengan mempertimbangkan :
1.          Peraturan Daerch  Kabupaten  Kudus Nomor  1  Tahun 2022  tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupatcn Kudus Tahun 2022-2042

2.           Kajian Forum penataan Ruang nomor ..... tanggal .....

3.           Pertimbangan Teknis pertanahan nomor...„ tanggal .,...

Ketentu an lainnya:
1.          Persetujuan  Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang  diberikan  dengan  pertimbangan

sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2.          Persetujuan   Kesesuaian   Kegiatan   Pemanfaatan   Ruang   ini   sebagai   dokumen   yang

menyatakan kesesualan antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selaln
RDTR, sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.          Persetujuan  Kesesualan  Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang ini  beriaku  selama 3  (tiga)  tahun
terhitung   sejak   pcnerbitan   dan   dapat   diperpanjang   sesuai   peraturan   perundang-
undangan yang berlaku.

4.          Dalam   hal   telah   djlakukan    pemutakhiran,    mass   berlaku    Persetujuari    Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah
diperolch.

5.          Dalaln   hal   pemohon   Persetujuan   Kesesualan   Kegiatan   Pemanfaatan   Ruang   untuk
kegiatan   nonberusaha   telah   memperoleh   tanah   untuk   kegiatannya,   nasa   berlaku
Persetuj.uar    Kescsuaian    Kcgiatan    Pcmanfaatan    Ruang    mcngikuti   jangka    waktu
penguasaan  atas  tanah  yang  telah  diperoleh  oleh  pemohon  serta  sesuai  dengan  luas
tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruan8.

6.          Pemegang persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan
kegiatan sesual dengan lokasi yang disetujui.

7.          Persetuj.uar Kesesualan Kegiatan pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah
yang  diperlukan  untuk  kegiatan,  dan  bcrlaku  pula  sebagal  izin  pemindahan  hak  atas
tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.

8.          Pemegang   Persetujuan    Kes€sualan   Kegiatan   Pemanfaatan   Ruang   wajib   mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

Djc`etak tanggal:

`.!.    `  ,/
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PETA PBRSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN NON BERUSAHA

Nama Kegiatan                             . . . . (mama kegiatan sesuai pengajuan)

Kawasan                                          ..    (nama   kawasan    sesual    isian   nomor   8    indikasi   program
pemanfaatan ru ang)

PKKPR Kegiatan Non Berusaha dinyatakan :
di8etvjql 3elu"hnya/ disetujul &el)aglan/ ditolck eeliiruhnya

Insert Peta

Keterangan Letak Peta

I.  Lokasi yang dimohon berada di . , . , . ,  (sesuai lokasi kegiatan di pengajuan)
2.  Koordinat batas bidang lokasi kegiatan:

No. X Y No. X Y
1. 5.
2. 6.
3. 7.
4. 8.

Diterbitkan tanggal :

a.n.  BUPATI KUDUS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RABUPATEN  KUDUS

TT elektronik

Ditandatangani Secara Blektronik

&  1  /  fl



LAMPIRAN  11
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR  3L  TAHUN    2o22
TENTANG
PELAKSANAAN PERSETUJUAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK
KEGIATAN NONBERUSAHA DAN KAJIAN TEKNIS
TATA RUANG YANG MENJADI  KEWENANCIAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

FORMAT KAJIAN TEKNIS TATA RUANG

KOP PERANGKAT DAERAH

KAJIAN TEKNIS TATA RUANG

NOMOR:

Menunjuk  permohonan  yang  diajukan  oleh   pemohon  pada  tanggal   .........,   Kepala
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Kudu;"rienerbitkan
Kajian Teknis Tata Ruang kepada:

1.        Nama pemohon

2.       Alamat

3.        No. Telcpon

4.        Kegiatan

5.       Kode Klasirikasi Baku Lapangan usaha
Indonesia (KBLI)

6.        Judul KBLI

7.        Lokasi Kegiatan

a.   Jalan

b.   Desa/Kelurahan

c.    Kecamatan

8.        Nomor setipikat

9.        Lua§ tanch

Disampaikan Kajian Teknis Tata Ruang sebagai berikut:

I.   /4pab£Za Zofeaal permohonar. berada dl srfu. kaet^aean, kzae.st.I rto I adazah ..)
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor  1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 :
Pasal  ...  ayat  ...,  lokasi yang dimohon  bcrada di  Kawasan  ........  seluas  ...  m2  atau  ...  % dari
luas keseluruhan.
|apahila loka81 permohoran berada lebth di dbea leourasa:n, klausul no 1 adalah :)
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor  1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042:
Pasal  ...  ayat  ...,  lokasi yang dimohon  berada di Kawasan  ...........  seluas  ...  m2  atau  ...  % dari
luas kcscluruhan.
Pasal  ...  ayat  ...,  lokasi yang dimohon  berada di  Kawasan  ........  seluas  ...  m'2  atau  ...  % dan
luas keseluruhan.
(apahila tokast permoho.ran berada di ttga kau)asai+ inaka ktausul ro 1 adalah :)
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor  1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042:
Pasal  ...  ayat ..., lokasi yang dimohon berada di Kawasan
luas keseluruhan.

scluas  ...  m2  atau  ...  % darn
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Pasal  ...  ayat  ...,  lokasi yang dimohon  berada di  Kawasan  ........  seluas  ...  m2  atau  ...  0/o dari
luas keseluruhan.
Pasal  ...  ayat  ...,  lokasi yang dimohon  berada di Kawasan  ........  seluas  ...  m2  atau  ...  0/a dari
luas keseluruhan.

2.  (apaonla pada noinor  1  tokast pem®honan berada di  safuL  haurasa:n,  maka k;lousul
nomor 2 ahath :)
Ketentuan Umum Zonasi diatur sebagal berikut:
Ketentuan  Umum  Zonasi  Kawasan  ....  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal...          ayat...
huruf ,. ,  angka  ....  adalah  dipehaozehkartyz!lperfuoLeh*an bersyaratffidh*  dipchotehkan
untuk tz!eg}c*ton ....  (sesuai hategori di KUZ RTRW).
(apabtla  pada  nornor  1  lokasl  permohonan  benada  di  dhaa  kaiL]asan,  ndea  himLso:1
romor 2 adhazch :)
Ketentuan Umum Zonasi diatur sebagdi berikut:
Ketentuan  Umum  Zonasi  Kawasan  ....  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  ...          ayat  ...
huruf ...  angka  ....  adalah  dipechoteJtkartydjperbozehkcm bers±/aratAldak d{penbozehfoan
untuk kcgiatan  ....  /sesuczi kategon. czt. KUZ RTRW/.
Ketentuan  Umum  Zonasi  Kawasan  ....  sebagdrmana  disebutkan  dalam  Pasal  ...          ayat  ...
huruf ...  angka  ....  adalah  di;perfuozehkan/rtyperbozch*cm berH/anpedhk  dtperbozehkan
untuk keg}atan ....  (sesuai hategori di KUZ RTRW).
(apalri:la pd riornor 1 tokasl perTnohorior. berada di tlga ka:wasan. rnaka ktcaLsul rioirior
8 chfah ..)
Ketentuan Umum Zonasi diatur sebagal berikut:
Ketentuan  Umum  Zonasi  Kawasan  ....  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  ...          ayat  ,.,
hiiruf ...  angka  ....  adalali  d[perfuozeh*aq/Zzlperz.ozeh*an berq/arutAltfuk  d|perbozchx:on
untuk kegiatan ....  /sesua!. kcitegon. cZ!. K[/Z RTRW/.
Ketentuan  Umum  Zonasi  Kawasan  ....  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  ,..          ayat...
huruf ...  angka   ,. ,  adalah  drlpecholehkan/dlfperbozchkan  berquratAHdfzk  diperbozehkan
untuk keBLatan .... (sesudi hategori di KUZ RTRW).

3.  (apahila pada nornor  1  tokasl perinohona:n benada  di sail  haiL]asan,  maka ktou.siil
romor 3 adrzah ..)
Dinyatakan bahwa kegiatan  ....  /sesual. nana keg[.afan gang c!i.mohon/ atas nana /sesuat. namcl
pemohon) pa!da tanah .... (sesual je"s sertipihaf) nornor  ....  (sesual ru)mor sertipihat) se\ua.s ....
m2  /sesuaf  !uas  serttp{foct/ yang  terletak  di  Desai/Kelurahan  ......  RT  ...  RW  ...  Kecamatan  ....
/sesua]. nana !ofoas+. czesa/ke! RT . . . jaw . . . Keocimafan . . ./ temasuk kategori kegiatan  . . .  /sesua!
kategori di KUZ RTRW), sehingga ditetapkan:.
diperbotohkan|dlpeTbolehlean  berse|aratftidak  d\perbolehkan  peda  Ka:wasan  ...............
scluas ...  m2 atau  ... % dari luas kescluruhan.
(apabtla rromor 3 diperbolehkc.n bersyarat, makci lanjut ke klousul nomor 4)
(apabila  nomor  3  diperbolehkcm/tidck  diperbolehkan,  maka  klaus:ul  nomor  4  tidak  ado dan
kla;usul Tremor 5 menjadi nomor 4)
(apaELla pada iiomor  1  tohast per"iohona:n berada di chLa dan tiga haiuasan,  rr.aha
klct..sot nomor 3 adrhah :)
Dinyatakan bahwa kegiatan ....  /sest/at. ricima foegr.atan gang di.mohon/ atas nana /sesttdr rama
perrtohon) paldaL tanah .....  (sesual je"s sertipiha1) norrLor  ....  (sesual nomor serdpikat) se\uas ....
m2  /sestjat.  Zttas  se7ttgiv.kat/ yang  terletak  di  Dcsa/Kelurahan  ......  FIT  ...  RW  .„  Kecamatan  ....
(sesudi rLama lokasi desa/ kel lrl` . . . RW . . . Kecamatan .. .) terrne:suk ka.tegor\ kegiatan . .. (sesuai
hafegon. dc. KUZ RTRW/, sehingga ditetapkan:
dipcholehhan/dlperbolehkar.  bers€iar`atftydak  diperbolehkan peda  KZNIasan  ....
seluas ... m2 atau  ... % dari luas keseluruhan.
dipetbolehkan|dlperbolehkan  bersgaraqudak  diperbolehkan  peda.  Kawasan  ....
seluas ...  m2 atau  ... % dari luas kcseluruhan.
(apabila nomor 3 c±iperbolehkan bersyarat salah satu kauiasan atou keduangci, maka lan}jut ke
hiousul noTrror 4)
(apahila nomor 3  cliperbolehhan/tidak diperbolehkan keduanya,  maka klousul  nomor 4 tidak
ado dan klausul r\omor 5 menjadi nomor 4)

4.  (apabtta pada  no.I.or  1  tokast pemohonan  beTada  di  edeL  kau}asan,  maka  lelca.su-
~r 4 ardahah :)
Persyaratan pelaksanaan kegiatan .... /sesztou. hategon. c!t. KLZ RTRW/ diatur sebagai berikut:
Persyaratan  di  Kawasan  ,.........  sebagalmana  disebutkan  dalam  Pasal  .„  ayat  ...  huruf  ...
angka....adalah....
7if e{ia -wi-ri:i;:;.i..rileasl peTmohoiian berada di diLa atou ttga haiLrasazs rndsa
k8m.sttz nomor 4 arfuzah ..)
Persyaratan pelaksanaan kegiatan ....  /sesuat. ktztegorf d{ KtJZ RTj?W/ diatur sebagai berikut:
Persyaratan  di  Kawasan  ..........   sebagalmana  disebutkan  dalam  Pasal  ...  ayat   ...  huruf  ...
angka....adalah....
Persyaratan  di  Kawasan
angha . . „  adalch  ...........

scbagainana  disebutkan  dalam  Pasal  ...  ayat  ...  huruf  ...

in E]Z]



5.   Informasi tambahan: (apabila tersedia)

a,   Garis sempadan Bangunan
b.   Koefisien Dasar Bangunan
c.    Koefisien Lantai Bangunan

d.   Koefisien Dasar Hijau

...........  (satuan meter) ;

...........  (satuan  persen) :

.........  (tidak ada  satuan) ;

:  ............  (satuan  persen).

6.   Kajian  Teknis  Tata   Ruang   ini   berlaku   sesuai   dengan   nasa   berlaku   Peraturan   Daerah
Kabupaten  Kudus  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten
Kudus Tahun 2022-2042.

7.   Apabila  pelaksanaan  kegiatan  pemanfaatan  ruang  pada  lokasi  yang  dimohon  tidak  sesual
dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang diajukan, maka Kajian Teknis Tata Ruang
ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diterbitkan tanggal :

KEPALA DINAS PENANAMAN  MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU  SATU PINTU

KABUPATEN  KUDUS

TT ele7ctrowik

Ditandatangani Secara Elektronik
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PETA KAJIAN TEKNIS TATA RUANG

Nana Kegiatan
Kawasan

.... (sesual nama kegiatan gang dimohon)

............   (sesudi  mama  ha;wasan,   hila  2  atou  3  lcowasan  di  tulis
:.;.ri%a /.e"'s faazuasari/

Bcrdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kudus  Nomor   1  Tahun  2022  tentang  Rencana  Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042:

:,lp]a;:;o|::::;/DiperbolehkanBcr@yarat/TidakDipcrbolctikaripadaKawasar1..../apabl/aberac!a

I.   Diperbolehkan/ Diperbolehkan Bersyarat/Tidak Diperbolehkan pada Kawasan ... ; dan
2.   Diperbolehkan/Diperbolehkan Bersyarat/Tidak Diperbolehkan pada Kawasan  .........

(apabila berada di 2 kowasan).

I.   Dipcrbolehkan/Diperbolehkan BersyaraLt/Tidak Diperbolehkan pada Kawasan .....
2.   Diperbolehkan/ Diperbolehkan Bersyarat/Tidak Dipcrbolchkari pada Kawasan  ......... ; dan
3.   Diperbolehkan/Diperbolehkan Bersyarat/Tidak Dipcrbolehkan pada Kawasan ....

(apc.bila bernda di 3 hauiasan).

Insert Peta

Keterangan Letak Peta

3.  Lokasi yang dimohon berada di ......  (sesuai lokasi kegiatan di pengajuan)
4.  Koordinat batas bidang lokasi kcgiatan:

No. X Y
1.

2.
3.
4.

No. X Y
5.
6.
7.
8.

KEPAIA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TBRPADU SATU PINTU

KABUPATEN KUDUS

TT elektrowik

Ditandatangani Secara Elcktronik
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SFIATI KUDUS,
'\\.

``.'`       H,ARTOPO
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